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- %, alam kepustakaéﬁ dike-

nal dua macam pola
# subversi: . '

a.-Pola ‘pertama, Subversi bagi-
an dari perang konvensional.

Sebagai bagian dari perang
konvensional, subversi macam
ini merupakan ujung paling de-
pan dari “kampanye” militer.

Sebelum pasukan militer me-

nyerang negara ‘sasaran’, mereka me-
lakukan subversi ke negara tersebut.
Subversi macam ‘ini, memerlukan ef
fort yang mahal, karena diperlukan per-
sonil agen intelijen yang sangat tertatih
serta biaya yang tinggi.

Personil pelaku subversi di samping
menggunakan cover name dan cover job
yang disesuaikan dengan lingkungan
wilayah sasaran, juga harus menguasai
sosiologi dan etnologi penduduk ne-
gara sasarai.




R 'Dengan tururm}’a moril P enduduk

| '-'berbagai cara dihembuskan, agar
rakyat ‘tidak lagi percaya kepada
pemerintah yang sah. Dalam kon-
disi semacam iru, serangan dan
invasi militer terhadap negara sa-
saran, akan berjalan tanpa banyak
hambatan.

. Subversi pola kedua,

Subversi pola ini jauh lebih “mu-
rah” dibandingkan dengan subversi
pola pertrama. Tujuan pokoknya,
bukan untk mempermudah se-

-rangan militer, melainkan untuk:

-mengubah ideologi dan memper-
--lgmahlz-ketahanan nasional bangsa
‘negara-sasaran. Dengan berubah-
nya ideologi, berdampak pada me-
lemahnya ketahanan nasional bang-
- sa negara sasaran.

Pelaku subversi pola kedua ini, bia-
sanya tidak memerlukan cover
name namun dalam batas terten-
tu, coverjob masih diperlukan,
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| -"--dalam mem&sukkan kepenungan_.:

nya.

Apabila negara sponsor ingin me-
lemahkan negara sasaran, pertarna-
tama yang diamati, adalah perun-
dang-undangan yang membenteng;
sistem kehidupan berbangsa dan
bernegara dari negara itu.

Apabila telah dipastikan adanya
perundang-undangan semacam iru,
maka langkah berikutnya, melalui
elite politik yang duduk di lem-
baga yang “berwenang”, dan juga
LSM setempat yang anti kema-
panan disusupkan kepentingan un-
tuk mencabut perundang-undang-
an tersebut. Apabiia tahap ini te-
lah berhasil, langkahpun berlanjur,
dengan menyusupkan kepenting-
annya melalui perubahan Undang-
Undang Dasar dengan pasal-pasal
yang dinilai humanis retapi indi-
vidualis. Bertolak dari Undang-
Undang Dasar “yang humanis” se-
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-'_..;-';-;macam itu, dxsusunlah berbagai

- perundang—undangan ‘turunan’ -
o ‘yang mengatur berbagai kehldup-»
: __';:_an berbangsa dan bemegara Disi- -
m LSM dalam negeri maupun

L LSM luar 1 negeri. berperan sebagal )
. _..:'..-_konsulta”n pengemban ‘misi’ nega:a _

5 : :_f- _pada hakekamya keberhasilan suba--'- _

: -'_.;_'_sponsor

3 Maka...apabiia ‘ingin-melemahkan
--ideologi suatu bangsa, mercka me-
: --mésukkan pasal-pasal perubahan
. terhadap Undang-Undang Dasar
negara-sasaran yang dinilai mam-
- pu ‘mendelegitimasi ideologi ter-
sebut.-Dengan demikian teraneliasi
dan tereduksilah eksistensi ideo-

logi bangsa dan negara sasaran.

Selanjutnya untuk melemahkan ke-
‘tatanegaraan, sering dibentuk per-
-undang-undangan yang di dalam-

nya disusupi ‘berbagai kepenting-

an yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai jati diri bangsa terkait. Hal
yang sama dilakukan, apabila me-
reka ingin memperlemah pereko-
nomian bangsa, termasuk memper-
lemah sistem budaya, bahkan sis-

tem pertahanan dan keamanannya,

Melalui cara itulah paham baru di-
masukkan ke dalam “rulang sum-
sum’ para elite politik yang “ber-

s

o kuasa’; mtelektual muda dan. ke—

s .lompok-kclompok ieunnya

';._.._'Walaupun tzdak serupa benar, Um :
Soviet yang kehilangan keadida- -

© yaannya, dan kehancuran Yugos—f"'-’_3' '

- lavia: menjadi negara-negara kecil

- versif Amerika Serikat melalui ¢ “pola
subversi kedua”. Baru belakangan .
Rusia sadar, sehingga ajakan dan
tawaran Amerika Serikat untuk

-menghancurkan rudal nuklir Ru-

sia, tidak berhasil. -

Bagaimana konteknya dengan
kesejarahan Indonesxa’

Jauh sebelum Jepang mengokupasi
Hindia Belanda, mereka telah mengi-
rim sejumlah agen intelijennya ke
Hindia Belanda, dengan mengguna-
kan subversi pola kedua. Tugas me-
reka memperkuat rasa kebencian ma-
syarakat terhadap pemerintah Hin-
dia Belanda.

Dengan memanfaatkan momentum
yang tepar, Jepang mampu menun-
dukkan pemerintahan Hindia Belan-
da dalam wakou yang tdak terlalu lama:
Itu dapat tercapai, sebagai keberhasilan
pencrapan subversi pola perrama.




- 'Yang sangat spektakuler 1a1ah hanya
'dalam waktu: kurang daﬂ 3, 5 tahun,

: luruh”-pelosok desa di Indonesia me-

- “lalui .pé'nd1d1kan Di sekolah«-sekolah -
i :; kyat. dlajarkan bahasa dan menulis _

S_f::.t.{é_fa.ﬁ. _Fo_m_zdikg Fathers memprok-
lamasikan kemerdekaan RI pada tang-
gal 17 Agustus 1945, negara-negara

sekutu melalui subversi “pola perta-
ma’ berusaha memperlemah negara
Republik Indonesia yang baru lahir.
Di samping subversi, mereka melaku-
kan blokade dan politik pecah belah
untuk -memperlemah moril bangsa.
Namun dengan semangar patriotisme
yang kuat — walaupun sebagian usa-
ha sekutu tsb berhasil — bangsa ini
tidak pernah tergoyahkan kesetiaan
dan kecintaannya kepada tanah air.

Dengan tipu muslihatnya, Belanda
berhasil memaksakan kepentingannya
untuk membentuk Negara Indonesia
Serikat. Namun bangsa Indonesia
bersyukur, negara RIS hanya beru-
mur setahun jagung. Dan sejak akhir
medio ke dua rahun 1950 NKRI
terbentuk kembali.
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'Hal ini tldak beram negara RI telah

| "terbebas dan upaya subver31f =
- 'negara penja}ah baru ini” telah mam- . ' ' e

* pu menanamkan. pengaruhnya di'se-

Langkah subverszf mereka lakukan._
kembali dalam wujud dukunga.n ban-

tuan terhadap: pemberontakan PRRI
:'_dan PERMESTA termasuk bexba—l

gai bantuan peralatan persenjataan.

Menyadari gentingnya situasi- nega-
ra, maka atas desakan dan dukungan
TNI, untuk mengatasi berbagai ge-
jolak yang timbul saat itu, Presiden
RI (Bung Karno) menerbitkan WU
Darurat tahun 1959, yang diikuti
dengan pembentukan UU Pemberan-
tasan Tindak Pidana Subversif tahun
1963.

Dalam perjalanan sejarahnya, UU
Pemberantasan Tindak Pidana Sub-
versif ini mampu melindungi Panca-
sila dan UUD 1945 dari kegiatan
subversi. Akibat positif yang dirasa-
kan adalah tetap tegaknya Pancasila
sebagai idiologi bangsa dan negara,
kokohnya ketahanan nasional, tercip-
tanya stabilitas nasional yang dina-
mis sebagai bertumpunya pemba-
ngunan nasional yang berkelanjuran
dalam mewujudkan tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan oleh alenia
ke-empat Pembukaan UUD 1945.

Saat itu masyarakat akar rumpurt
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- mezasa.kan_ benar mudahnya menda—f

- ‘parkan s

- S dah mendapa[’_kaﬂ Pﬁkefjaan: Sedang":. -

vestor: asmg be:datangan ma—.:

andang pangan, relatif mu-
2, _
' _'ééb_'agéz_'akw_lbat_ _s;u’ovem '

Endonesxa merupakan negara terkuat_-_'

_ _'dl antara ‘negara-negara . Asia Tengga— -

“

merosot B

etapak demi’ setapak i

'f':_ 'UU Subver51f yang scmula merupa____ -::'.:_' o
55 + kan inscrumen paiang pintu” yang

-tangguh dalam mehndungi bangsa;'-_"_"

' -Namun konchsx semacam mz, bag1

kelompok elite tertentu dinilai ku-
rang kondusif unruk kebebasan me-

nyampaukan pendapat serta berkem—“

bancfnya “demokrasi”.

]un__i .tahun 1-997,_.'1ndonesia menga-
lami krisis moneter, termasuk nega-
ra-negara di-kawasan ASEAN dan
sekitarnya. Krisis semacam- ini-ber-
kembang menjadi krisis multl dimen-
. 49 -3
si yang memunculkan “Reformasi”.

Reformasi yang semula bertujuan
membuka kran demokrasi, ternyata
berjalan terlalu bebas, tanpa arah yang

jelas.

Dalam kondisi moral bangsa yang
tengah “jatuh”, subversi asing pola
kedua masuk, dengan membonceng
reformast.

Ketahanan nasionai bangsa yang se-
mula begitu kuat, bahkan saar itu

- dari berbagai subversif asmg, akhir-
‘nya dicabur, dengan U‘U nOmor. 26.5-'_:

tahun 1999

Dengan dlcabumya Undang—Undang _
Subversif tersebut, maka berrurut-

rurut dilaksanakan perubahan UUD

serta dibentuknya berbagal perun-
dang-undangan yang mengatur sek-
tor-sekior kehidupan bangsa dan-
bernegara, dan ini bukan tidak mung-

kin atas dasar rekornendasi konsul-

ran asing.

Akibatnya sangat dirasakan dalam
berbagai bidang kehidupan. Di bi-
dang politik misalnya, sistem peme-
rintahan Presidensiif, menjadi quasi
Parlementer, sebagai akibat liberali-
sasi yang berlebihan di bidang poli-
tik. Dengan sistem pemerintahan
quasi Parlementer semacam itu, sa-
ngat sulit bagi Presiden untuk me-
wujudkan tujuan nasional sebagaima-
na yang diamanatkan alenia ke em-

pat Pembukaan UUD 1945; terma-




) .'_:_suk mewujudkan kese)ahteraan rak-

- yat yang merara, melalui. pcmbangun-'
an. yang berkesmambungan, sebagal-
* akibat munculnya “most ridak - per-

:-caya dari DPR dalam  bentuk hak
':'angket maupun hak mterpelam

jauhkan. magyarakar kecil dari rasa
sejahrera, sementara itu banyak in-
vestor merelokasi usahanya keluar
negeri: Selanjutnya konflik yang ti-
dak henti-hentinya; baik konflik pri-
mordial, horizontal, pembakangan
daerah terhadap pusat bahkan kon-
flik antar lembaga negara beserta pim-
pinannya. ...

Namun demikian, terdapat aspek lain
yang dapat dipetik dari dicabutnya
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- _Undang»Undang Pemberantasan Tm—f

dak Pidana Subversif tersebut, yakm;
munculnya kebebasan pers, kebebas—j
an berpohtik serta tidak lagi adanya’

pembatasan bagi warga. negaradalam
~menyampaikan pendapat dan kalran—- -

: . nyatermasuk: kebebasan untuk min-
| 3'D1 bldang ekonomi, berkembang- | |

sistem ekonomi neo liberal yang.men-

ta suaka pohnk ke negara asing, yang"'
semuanya itu dijamin oleh UUD 1945
yang telah mengalami amandeme_n_:-
serta perundag-undangan lainnya.

Permasalahannya adalah apakah kon-
disi yang demikian itu menjadikan
ketahanan nasional bangsa menjadi
“kokoh™ atau sebaliknya, dan apa-
kah telah terdapat tanda-tanda Indo-
nesia menjadi bangsa yang disegani
minimal di antara negara-negara Asia
Tenggara atau sebaliknya, terpulang
kepada para pembaca.ld




